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Percepatan

Jadwal Pilkada

tidak Realistis

DEWAN Perwakilan Rakwvat
(DPIR) RI dan pemerintah
diminta untuk menyudahi
rencana rewvisi Undang-Un-
dang Nomor 10/2016 ten-
tang Pilkada vang bertujuan
mempercepat penvelengga-
raan Pilkada 2024 dari WNo-
vember ke September.

Pasalnva. penvelengga-
raan pilkada yvang tinggal
dalam hitungan bulan Mmern-
bebani kerja penvelenggara
Premilu, terutama jika Pil-
pPrces 2024 digceclar dalam dua
PPutaran.

Pengajar hukum pemilu
dari Universitas Indonesia
Titi Anggraini mengingatkan
Pputaran kedua Pilpres 2024
digelar pada 26 Juni 2024.
“Maka berpikir memajukan
pilkada screntak ke Scpteimn-
ber 2024 adalah pilihan vang
tidak logis dan potensial me-
nimbulkan kekacauan da-
lam penyvelenggaraannya.,”
katanya saat dihubungi,
kemarin.

Dalam praktik sebelurn-
nya., Titi mengatakan pene-
tapan tahapan pilkada su-
dah dilakukan sejak setahun
menuju hari pemungutan.
Selain itu, jacdwal dan pro-
sgram pemilu bahkan sudah
rampung sebelum setahun
jelang pilkada digelar.

Mestinya, sambung Titi,
DPR fokus saja untuk menvyve-
lesaikan agenda prioritas
dan krusial pada akhir masa
jabatan mereka. Ia meminta
rembentuk undang-undangs
untuk membiarkan Komisi
Pemilihan Umumm (KPU) se-
bagail penvelenggara pemilu
bekerja dengan tenang dan
berkepastian hukum.

Oleh karena itu. DIPR dan

Premerintah diminta jangamn
menimbulkan kontrowversi
baru vang dapat memper-
buruk kepercavyvaan publik.

Rewvisi UU Pilkada untuk
mempercepat jadwal pelak-
sanaan Pilkada 2024 sudakh
diputuskan menjadi inisiatif
DPR.

Saat ini. pembahasannwva
di DPR masih menunggu
surat presiden dan daf-
tar inventarisasi masalakh
dari pemerintah. Anggota
Komisi III DPR darxri Fraksi
PAN Guspardi Gaus menga-
tTakan, mengingat waktu
vang mepet. pihaknva meng-
inginkan permmbahasan segera
dilakukan.

“Sekarang ini sifatnva DPR
menunggu surpres dari Pre-
siden. Etika pcrmbahasan
ini di Komisi IT, kan, hadir
KPU. KPU bilang siap (Imem-
percepat jadwal pilkada).™
tandasnya.

Di tempat terpisah, Walkil
Ketua Komisi II DPR dari
Fraksi Partai WNWasDernn SaaIn
Mustopa mengingatkan Pu-
tusan Mahkamah Konsti-
TtTusi (MK) Nomor 143/PUU-
KXXI/2023 yvang mermung-
kinkan kepala daerah hasil
Pilkada 2018 masa akhir
jabatannyva hingga lima ta-
hun atau maksimal satu bu-
lan menjelang pemungutan
suara Pilkada 2024.

Putusan itu juga harus di-
rertimbangkan bagi kepala
daerah hasil Pilkada 2020
yang masa jabatannva terpo-
tong 1 sampai 1.5 tahun. “Ini
harus menjadi pertitmbangan
bagi permbuat UU untuk men-
jadikannya sebagai dasar
Prertimbangan putusan WME,™
imbuhnya. (I'ri/1PP-3)



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Jadwal dan Tahapan

Pemilu Serentak 2024

6 Desember 2022-25 November 2023

m Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah

24 April-25 November 2023
B Pencalonan DPR dan DPRD

19 Oktober-25 Oktober 2023

m Pencalonan presiden dan wakil presiden

28 November 2023-10 Februari 2024

m Masa kampanye pemilu

11-13 Februari 2024

m Masa tenang

14 Februari 2024

®m Pemungutan suara

15 Februari-20 Maret 2024

m Rekapitulasi hasil .
20 Oktober 2024

m Pengucapan sumpah
atau janji presiden

dan wakil presiden N
Hari

=
5

Jelang
pemungutan suara

Sumber: KPU N _
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